
 

 

 

WALIKOTA LANGSA 

PERATURAN WALIKOTA LANGSA 

NOMOR  34  TAHUN  2014 

TENTANG 

PELAKSANAAN  KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM 

PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KOTA LANGSA 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA LANGSA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan 

sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Langsa berwenang tidak 

memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c 

dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada 
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, 

Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran 

Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang 

Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam 
Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Kota 

Langsa; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3201); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3468); 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4110); 

6. Undang-Undang ... 

SALINAN 



6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);   

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038; 
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256);    

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20 

Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

tentang  Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemeintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang  Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 
 

 17. Peraturan ... 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif  Kepada Pemberi Kerja Selain 

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, 
Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5481); 

22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Penahapan 

Kepesertaan Program Jaminan Sosial; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-
24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan 

Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tramsmigrasi Nomor 

5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.24/MEN/VI/2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di luar Hubungan 

Kerja;                            
25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan 

Perjanjian Waktu Tertentu;  
26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 

tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi 

Tenaga Kerja Harian Lepas dan Borongan dan Perjanjian Waktu 
Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi; 

27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

Kep/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;  

 

 
 

28. Keputusan ... 



28. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/547/2012 tentang 

Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Borongan, Harian 
Lepas, Musiman dan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Tenaga Kerja 

Sektor Jasa Konstruksi  Serta Tenaga Kerja Informal Di Provinsi 

Aceh; 

29. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/INSTR/2014 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DI 

Provinsi Aceh; 

30. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa 

Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa  

Nomor 190); 
31. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan 

Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 

2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota 

Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun 

Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan 

Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4); 

32. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 

kepada Kantor Pelayanan Perijanan Terpadu (KP2T) Kota Langsa.     
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELAKSANAAN  

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM 

PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH 

PEMERINTAH KOTA LANGSA 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Langsa. 

2. Pemerintah Kota adalah  Pemerintah Kota Langsa.  
3. Walikota adalah Walikota Langsa. 

4. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara 

Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, 

koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, 

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Pekerja ... 



6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. 

7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 
hukum, atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga 

kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan 

pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya.  
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

9. Izin adalah izin yang diberikan oieh Pemerintah Kota kepada 
setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-

undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan. 
10. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan alam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik 

sesuai dengan peratutan perundang-undangan bagi setiap 
orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota, 

meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya. 

11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial 

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan 

martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, 

adil, dan makmur. 
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya 

disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. 
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 

selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan 

Pensiun, dan Jaminan Kematian. 

 

 
BAB II 

TUJUAN 

  

Pasal 2 

 

Peraturan ini bertujuan untuk terselenggaranya kepesertaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja.  

 
 

BAB III 
PELAKSANAAN  KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK 

TERTENTU OLEH PEMERINTAH KOTA LANGSA 

 
Pasal 3  

 

(1) Setiap orang atau Badan dalam memperoleh pelayanan publik 
tertentu dari Pemerintah Kota wajib menyertakan tanda bukti 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan fotokopi kuitansi. 
(2) Jenis-jenis pelayanan publik tertentu wajib menyertakan tanda 

bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi pelayanan: 
 

a. perizinan … 



  

a. perizinan terkait usaha; 

b. izin yang diperlakukan dalam mengikuti tender proyek; 
c. izin perpanjangan memperkerjakan pekerja asing; 

d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 
dan 

e. izin mendirikan bangunan. 
 

Pasal 4 
  

(1) Dalam hal pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan 
publik tertentu dikarenakan orang atau Badan tidak 

memberikan data diri dan pekerja berikut anggota keluarganya 
secara benar, terlebih dahulu BPJS Ketenagakerjaan 

mengirimkan surat pemberitahuan kepada unit pelayanan 

publik Pemerintah Kota Langsa untuk dijadikan dasar 
pengenaan sanksi administratif.  

(2) Unit pelayanan publik Pemerintah Kota Langsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Pelayanan Perijanan 

Terpadu (KP2T) Kota Langsa  
 

 
BAB IV 

HUBUNGAN KERJASAMA 
 

Pasal 5 

 
(1) Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pemberian pelayanan 

publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan 

bersama. 
(2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja. 

(3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur tersendiri dengan perjanjian kerjasama 

antara unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Kota 
yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 
 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 
 

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu  yang 
telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota sebelum diberlakukannya 

Peraturan ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan 
Peraturan ini. 

 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 
Peraturan … 



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Langsa. 

 

                 Ditetapkan di Langsa 
pada tanggal  11 September   2014 M 

                  15  Dzulqaidah 1435 H                           

 
WALIKOTA LANGSA, 

 

ttd 

 
 

USMAN ABDULLAH 

 
Diundangkan di Langsa 

pada tanggal  11  September   2014 M 

                     15  Dzulqaidah  1435 H 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

 
 

ttd 

 

MUHAMMAD SYAHRIL 
 

 

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 494 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA LANGSA, 
 
 
 
DEWI NURSANTI, SH, MH 
Peata Tingkat I (III/d) 
NIP. 1971042820012002 


